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ABSTRAR

an sumber daya itkan disebabkan
kava ikan sehingga

lemahnya informasi (entang
[x‘u_\chnr:m armada tidak merata, hal mengakibatkan erjadinya “over fishing = di
wilayah tertentu dan “under fishing” d wilavah lain. Rendahnya produksi p rikanan
a disebabkan oleh cara-cara penangkapan ikan oleh nelayan
a peralatan scderhana dengan wilayah operas) beryarak
ai dekat pemukiman mereka, tidak mampunya nelayan
aya perikanan mengakibatkan masuknya perusahaan-
dengan teknologi kapal yang gsudah canggih yang
harusnya dapat menguntungkan nelayan lokal.

Dengan menggunakan metodologi  yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana kedudukan korporasi dalam

Tentang Perubahan atas Undang-Undang

[Indang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Perikanan  serta bagaimanakah ~sistem
jndang-Undang Nomor 45

Rendahnya peman taat
lokasi vang

laut hingga saal ini Jug
Jokal masih bergantung pad
hanya beberapa mil dari pant
lokal mengekspoitasi sumber d

.rusahaan lokal maupun asing
telah menghilangkan potensi yang se

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam |
Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan.
iawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam
Undang-Undang

Sistem pertanggung)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang hanya mengakui pengurus korporasi
sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan
sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat. menurut
penulis penjatuban pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara
tidak langsung akan berimbas juga kepada pcngurusnya. Ketika korporasi sebagai
wadah  dan alat dibiarkan maka bukan tidak mungkin orang lain masih bisa
menjalankannya, tetapi ketika korporasi sehagai wadah dan alat dibekukan maka
orang-orang yang ada di dalamnya secara otomatis akan bubar.

Kata Kunci : Under Fishing, Over Fishing, Nelayan, Delik Perikanan.
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dituangkan dalam  Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tent
entang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
adalah hal yang sangat tepat. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya
perrumbuhan ckonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dan akan
memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan
transnasional. Inilah yang menyebabkan dampak yang ditimbulkan dari

keberadaan korporasi akan semakin meningkat. Dampak itu bisa berupa

dampak positif dan dampak negatif, untuk meminimalisir dampak negatif
. keberadaan korporasi maka dibuatlah instrumen hukum pidananya dan

dari
itu telah terwujud dengan dirumuskannya korporasi dalam Undang-Undang

Perikanan ini. |
pidana korporasi yang diberlakukan dalam

Sistem pertanggungjawaban -
2009 Tentang Perubahan atas Undang
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Peraturan Perundang-Undangan :
[/ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, Dan
DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil
Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31
"i‘ahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

'ndang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
omor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
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